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ABSTRAK 
Alvin Muslim Sardar Saimima (B 111 07 025), Dengan Judul Skripsi 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus 
Wilayah polda Maluku)” dibimbing oleh  Aswanto, Pembimbing I dan 
Haeranah selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang menjadi penyebab orang melakukan tindakan pidana makar dan 
untuk mengetahui upaya penanggulan kejahatan makar oleh aparat 
penegak hukum. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
kriminologis dan bersifat analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data 
primer dan data sekunder yang mendukung terhadap permasalahan yang 
diteliti. 
Pembahasan penelitian bertujuan untuk menyingkap berbagai 
macam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana makar di 
wilayah polda maluku serta berbagai macam hambatan – hambatan dalam 
upaya pemberantasan dan pencegahan dari kacamata ilmu 
kriminologi.Tindak pidana makar menjadi momok yang sangat 
menakutkan di beberapa Negara di dunia. Ada yang pro dan ada pula 
yang kontra dalam memandang penyimpangan ini. Indonesia yang dikenal 
dengan etika dan keramah-tamahan penduduknya juga tidal lepas dari 
momok menakutkan ini. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk 
mengulas topik ini sebisa mungkin dalam perspektif ilmu kriminologi yang 
sarat akan analisis – analisis filosofis, psikologis, sosial, dan ekonomi, 
spiritual yang bersumber dari data – data empiris maupun dalil – dalil 
rasional dengan teknik induksi, yang diharapkan mampu menopang 
berbagai hipotesis – hipotesis ilmiah sehingga mampu memecahkan 
berbagai kemusykilan – kemusykilan yang diulas penulis.  
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penilitian adalah 
Pertama, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana makar di 
wilayah Polda Maluku adalah adanya keputusasaan dari pihak Republik 
Maluku Selatan (RMS) yang menganggap bahwa pemerintah gagal 
mensejahterakan rakyat, khusunya rakyat RMS, dan adanya ketidakadilan 
dari pemerinyah dimana tidak adanya pemerataan kesejahteraan, serta 
peristiwa hukum tersebut adalah sebuah ekspresi penyampaian aspirasi 
kepada Pemerintah ( Presiden atau Kepala Negara ). Kedua, upaya 
penanggulan kejahatan makar adalah penulis menafsirkan bahwa Rakyat 
RMS harus lebih diberikan perhatian ekstra terutama dal hal 
kesejahteraan, pemerintah harus lebih persuatif dan memperbanyak 
sosialisasi guna terjalinnya hubungan emosinal yang kuat antara rakyat 
RMS dngan pemerintah, sehingga memungkinkan tumbuh dan 
berkembangannya Rasa Cinta tanah Air di kalangan Rakyat RMS agar 
peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, 
suatu usia yang cukup tua bagi sebuah kemerdekaan, cita-cita luhur 
perjuangan kemerdekaan sebagaimana tersurat dan tersirat dalam 
Pembukaan UUD 1945, yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, 
dengan mewujudkan suatu pemerintahan Negara yang melindungi 
segenap bangsa dan tumpah dara Indonesia. Cita-cita luhur didorong oleh 
keinginan yang luhur dan bersumber pada keyakinan yang mendalam, 
bahwa kemerdekaan itu adalah hak yang fundamental dan karena itu 
setiap penjajahan apapun bentuk dan sifatnya berarti perampasan 
kemerdekaan yang nyata-nyata bertentangan dengan kemerdekaan 
kemanusiaan dan keadilan. 
Berbagai macam peristiwa dan kejadian telah mewarnai sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia, selama tiga ratus lima puluh tahun bangsa 
Indonesia di jajah oleh bangsa asing (Belanda) dan di dalam masa 
penjajahan terselip pula bangsa-bangsa lain yang ikut berusaha  memiliki 
bangsa ini. Tercatatlah bangsa Jepang dan Inggris, dan selama itu pula 
bangsa Indonesia berjuang untuk mengusirnya yang akhirnya pada 
tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa 
Indonesia mengucapkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
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Mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang pernah terjadi di Negara 
Republik Indonesia menunjukan bahwa sejak kemerdekaan, masih 
terdapat musuh-musuh negara yang selalu merongrong dan melemahkan 
sendi-sendi kehidupan Negara Indonesia. Peristiwa ini menunjukan dan 
memperingatkan kepada kita bahwa betapa besar bahaya yang selalu 
mengancam kehidupan negara dan harus di hadapi dengan penuh 
pengorbanan baik  harta benda dan jiwa raga. Lebih-lebih bila kita resapi 
akibat, maksud dan tujuan dari tindak pidana makar dan pemberontakan 
terutama yang dilakukan oleh separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di 
Maluku, ancaman dan pengaruhnya sangat besar buat bangsa Indonesia.  
Suatu kenyataan bahwa tindak pidana makar adalah suatu tindak 
pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini 
mengingat tindak pidana makar adalah menyangkut soal keamanan 
masyarakat dan Negara, padahal soal keamanan Negara adalah soal 
yang teramat penting dan pengaruhnya bagi seluruh rakyat. Hanya dalam 
susunan dan keadaan yang amanlah pemerintah dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik dan hanya dalam keadaan amanlah cita-cita 
negara dan rakyat itu dapat lekas tercapai. 
Tindak pidana Makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang 
berhubungan dengan masalah keamanan negara. seseorang itu 
melakukan makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya 
adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang 
berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh 
sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik 
terhadap bangsa dan negara ini. 
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Sebagaimana peristiwa dengan dikejutkan oleh gangguan yang 
terjadi dihadapan presiden Republik Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono ketika menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional di 
Ambon, Jumat (29/6/2006). Segerombolan penari Cakalele tiba-tiba 
memasuki halaman upacara sampai pada jarak yang membahayakan 
presiden. Rombongan penari yang tidak diacarakan itu hendak 
membentangkan bendera RMS dihadapan presiden dan rombongan pada 
saat Gubernur Maluku Albert Ralahalu menyampaikan laporannya. 
Peristiwa memalukan ini membuat tersentuh banyak orang yang 
biasanya memandang orang Ambon-Maluku sebagai sosok berkulit gelap, 
keriting, berani, dan berperangai kasar,tetapi  juga sebagai sosok yang 
romantis,  dan pencinta yang lemah lembut tetapi tegas dan kokoh pada 
pendirian yang rasional, sangat menghormati tamu, adat istiadat dan 
sangat menghindari perbuatan ai kini tercoreng. 
Sifat-sifat mulia warisan para leluhur itu disirnakan oleh segelintir 
orang yang merepresentasikan separatisme RMS, benarkah RMS itu ada 
dan eksis? Jawabnya tentu ada dan dibuktikan dengan adanya 
rombongan tarian Cakalele yang menyusup membawa bendera RMS di 
tengah upacara nasional yang dihadiri Presiden Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula apakah 
kelompok gerombolan ini eksis di Maluku. Lalu mengapa mereka berhasil 
memasuki halaman upacara pada jarak yang sangat berbahaya bagi 
presiden SBY. 
4 
Kondisi ini menyiratkan dua hal penting yang perlu dilakukan 
secara ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh, yaitu komitmen kuat lahir-batin 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, harga mati. 
Tidak bisa ditawar lagi oleh siapa pun dan darimana pun. Semangat inilah 
yang harus disampaikan, disosialiasikan dan ditanamkan dalam 
melakukan pembinaan bagi masyarakat terutama generasi muda di 
wilayah rawan RMS itu. Jangan hanya menunggu setahun sekali ada 
pengibaran bendera RMS baru diawasi. Ada peristiwa baru ditangkap. 
Kalau begitu terus kapan tuntasnya separatis ini di tanah Maluku. Inilah 
yang mendasari penulis untuk mengangkat hal ini, karena bagi para 
penulis hal inilah yang paling harus diselesaikan dulu ketimbang hal-hal 
yang lain meskipun semua hal harus diselesaikan, namun ada yang lebih 
diproritaskan. Sesuai kata Bung Karno “:musush yang paling besar adalah 
diri kita sendiri”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan 
masalah yang penulis angkat sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab orang atau 
sekelompok orang melakukan tindak pidana makar di wilayah 
Polda Maluku ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan makar oleh 
aparat penegak hukum di wilayah Polda maluku ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adanya tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penyebab orang atau sekelompok orang melakukan tindak 
pidana makar. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan makar 
oleh aparat penagak hukum. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat  serta 
berguna dan tidak menjadi “sampah” bagi dunia Pendidikan (akademmisi) 
terjadi saat ini, karena nilai suatu penelitian yang menghabiskan banyak 
biaya dan energi ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil 
dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis 
dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan 
hukum pidana pada khususnya. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi 
penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum 
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sebagai bekal untuk masuk dalam   instansi penegak hukum 
maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan 
penegakan hukum; 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara 
lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana 
prostitusi di dalam pasal 296 KUHP, 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologis 
Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. kriminologis pertama kali dikemukakan 
oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi dari Perancis. 
Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti 
kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
dapat berarti ilmu tentang kejahatan. 
P. Topinard (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001: 5), 
mendefinisikan bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 
gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau 
kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan 
yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan 
lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba 
menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara 
yang ada padanya.” 
 
Edwin H. Sutherland (J. E. Sahetapy, 1992: 5), mendefinisikan 
kriminologi bahwa: 
“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and 
crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan 
sebagai gejala sosial).” 
 
Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono D, 1976: 24), merumuskan 
bahwa: 
“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia.” 
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Dari kedua defenisi di atas dapat dilihat perbedaan pendapat antara 
Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai defenisi 
yang bertolak belakang. Dimana defenisi Sutherland menggambarkan 
terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, 
sedangkan defenisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya 
kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.  
Soedjono D, (1976: 24), mendefinisikan kriminologi sebagai berikut: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab 
akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala 
manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari 
berbagai ilmu pengetahuan.” 
 
Dari defenisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, 
tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab 
kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan 
cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
J. Constant (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 2), memberikan 
defenisi bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan 
faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan 
dan penjahat.” 
 
WME. Noach (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 2), memberikan 
defenisi bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-
gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya.” 
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W. A. Bonger (A. S. Alam dan Amir Ilyas,2010: 2), memberikan 
defenisi bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 
gejala kejahatan seluas-luasnya.” 
 
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Defenisi Tindak pidana dalam bahasa Belanda (Waryono 
Prodjodokoro, 2003 : 59) dikenal dengan istilah “stafbaar feit” yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam straf wetboek atau Kitab 
Undang-undang Hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang 
sekarang berlaku di Indonesia istilah dalam bahasa asing yaitu delict. 
Dalam hal ini Herman Hadiayati Koeswadji  (A Fuad Usta, 2006 
:43) mengemukakan bahwa “dalam kepustakaan hukum pidana, istilah 
tindak pidana merupaka istilah yang dipakai  sebagai terjemahan dari 
istilah bahasa belanda stafbaar feit”. 
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjukan pengertian 
stafbaar feit antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana dan 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Bermacam-macam istilah tidak 
menjadi soal asalkan diketahui apa maksud dan pengertian dari istilah itu 
sendiri. 
Menurut Simons (Pipin Syarifin, 2003 : 53) bahwa stafbaar feit 
adalah “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, bersifat 
melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh 
yang mampu bertanggung jawab”. 
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Rumusan Simons ( Andi Hamzah, 2004 : 88) merupakan rumusan 
yang lengkap karena meliputi 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum 
b. Bertentangan dengan hukum 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah 
d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Selain itu Van Hamel (Pipin Syarifin, 2003 :53) juga merumuskan 
pengertian stafbaar feit yaitu kelakuan orang (men selijkke gedreging) 
yang dirumuskan dalam wet bersifat melawan hukum patut dipidana 
(staraf waarding) yang dilakkan dengan kesalahan. 
Pompe ( Pipin Syarifin , 2003; 53) membedakan stafbaar feit dalam 
dua macam yaitu: 
a. Defenisi menurut teori, stafbaar feit adalah suatu pelanggaran 
terhadap norma, yang dilakukahn karena kesalahan si 
pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahtraan 
umat. 
b. Defenisi menurut hokum positif stafbaar feit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan perundang-
undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenal tindakan 
hukum. 
J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2003:53) membedakan pengertian 
stafbaar feit menjadi dua pengertian: 
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a. defenisi pendek, stafbaar feit adalah kejadian (feit) yang dapat 
diancam pidana oleh undamng-undang. 
b. defenisi panjang, stafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan 
hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh 
orang yang dipertanggungjawabkan. 
Stafbaar feit mempunyai dua arti sebagaimana menurut (Bambang 
Poernomo, 2002:54) yaitu menunjuk pada perbuatan yang diancam oleh 
UU dan menunjuk pda perbuatan hokum yang dilakukan dengan 
kesalahan oleh orang-orang yang dapat bertanggung jawab. 
Moelajatno (2002:54) menjelaskan bahwa: 
Antara larangan dengan orang yang menimbulkan tidak dapat 
dipisahkan antara satu sama lain. Untuk nmenyatakan hubungan 
yang erat ini maka dipergunakanlah perbuatan yaitu suatu 
pengertian abstrak yang menuju pada dua keadaan kongkret 
pertama, adanya kejadian tertentudan kedua adanya orang yang 
berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut. 
 
Menurut Wirjona Prodjodikoro (2003:59) bahwa” tindak pidana 
adalah suatu perbuatabn yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana dimana pelaku itu dapat dikatakan sebagai objektindak pidana.” 
Menurut Waluyadi (2003:67)‟ bahwa merumuskan tindak pidana 
dalam kitab undang-undang hukum pidana(selanjutnya disingkat 
KUHPidana) secara garis besar, secara teoritis dibagi menjadi 3 yaitu, 
yang hanya mencantumkan klasifikasinya saja ( nama tindak pidana itu) 
yang hanya menyebutkan elemennya saja (unsur tindak pidana itu) dan 
yang mencantumkan kedua-duanya ( nama dan unsur dari tindak pidana 
itu). 
12 
Dalam KUHPidana sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni 
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II 
dan buku III KUHPidana. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari 
kejahatan. 
Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut 
(2002:211) adalah: 
a. Subjek 
b. kesalahan 
c. bersifat melawan hukum (dari tindakan) 
d. suatu tindakan yang dilarang atau dihapuskan oleh undang-
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. 
e. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
Pada umumnya tindak pidana lainnya dapat dilakukan oleh 
manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini 
hanya mengenai orang dan sekelompok orang dan subjek hukum. 
Subjek hukum berdasarkan Pasal 55 KUHPidana, maka yang 
dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah: 
1. Orang yang melakukan (pleger) 
dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan adalah 
seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsure-unsur 
dari suatu tindak pidana. 
2. Yang menyuruh melakukan atau pemberi perintah (deon 
plegen). 
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dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang, yaitu orang 
yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan, 
orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak 
melakukan unsure-unsur dari suatu tindak pidana.akan tetapi 
orang yang disuruh melakukan tindak pidana, orang yang 
disuruh dalam hubungan yang hanya dianggap sebagai alat 
semata. 
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) 
dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang yang bersama-
sama melakukan suatu tindak pidana, mereka secara sadar 
bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu. Dengan 
demikian mereka juga secara bersama-sama dapat 
bertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya 
itu. 
4. Orang yang membujuk melakukan (uitloker). 
dalam hal ini harus ada dua oarng, yaitu orang yang membujuk, 
yang menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana 
dan orang yang dibujuk atau orang yang digerakan untuk 
melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia 
mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seseorang 
dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak 
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pidana. Dilihat dari segi kemasyarakatannya ia dapat dicela oleh karena 
perbuatannya tersebut. 
Sudarto (Sunardi dan Fanni, 2002:35) berpendapat bahwa, unsure 
kesalahan dalam hukum pidana adalah: 
a. kemampuan bertanggung jawab pelaku 
b. ada hubungan batin pelaku dengan perbuatan yang berupa 
kesengajaan atau kealpaan (kelalaian) 
c. tidak ada alasan pemaaf. 
Lebih lanjut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid. 1995:225) 
menguraikan unsure-unsur strafbaarfeit. 
a. perbuatan 
b. perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis 
c. melawan hukum 
d. bernilai atau patut dipidana 
e. kesengajaan, kealpaan atau kelalaian 
f.   kemampuan bertanggung jawab. 
 
C. Pengertian Makar 
Kata makar (aanslag) Djoko Prakoso (1985 ;16) berarti  serangan, 
tetapi selanjutnya ada penafsiran khusus termuat dalam Pasal 87 
KUHPidana yang mengataka bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah 
ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan 
pelaksanaan (begin van uitvoering) dalam arti yang dimaksudkan dalam 
Pasal 53 KUHPidana. Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan suatu 
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bentuk kejahatan yang dapat di hukum  (strafbare poging) dan membatasi 
penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan (uitvoerings 
handeling) sehingga tidak dapt dihukum suatu perbuatan yang baru 
merupakan perbuatan persiapan (voorbereidingshandeling). 
Dalam hal tindak pidana ke-1, apabila mengenai pembunuhan 
orang biasa, baru ada percobaan dari Pasal 53 KUHPidana yang 
berakibat bahwa hukumannya lima belas tahun penjara dikurang dengan 
sepertiga menjadi sepuluh tahun penjara. Maka, apabila yang akan 
dibunuh itu seorang kepala Negara, percobaan dari pasal 53 sudah 
merupakan tindak pidana yang sudah selesai dari pasal 104, jadi sama 
dengan kepala Negara selesai dibunuh. 
Demikian juga tidak berlaku apa yang termuat dalm Pasal 53 
KUHPidana bahwa percobaan ini tidak dikenakan hukuman apabila si 
pelaku menghentikan pelaksanaan kehendaknya dengan sukarela 
(vrijwillingtereugtreden). Jadi, mskipun dalam hal pasal 104 si pelaku 
berhenti di tengah jalan dengan sukarela, ia tetap bersalah melakukan 
makar itu. 
Selanjutnya, ada kemungkinan dilakukan pecobaan (poging) untuk 
makar dari Pasal 104. Jadi dalam hal makar untuk membunuh kepala 
Negara, perbuatan si pelaku yang baru merupakan perbuatan persiapan 
untuk tindak pidana pembunuhan biasa sudah dapat merupakan 
permulaan pelaksanaan dari tindak pidana makar untuk membunuh 
kepala Negara. 
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Mengenai tindak pidana ke-2 dapat dicatat bahwa Pasal 333 
menganung tidak hanya tindak pidana menahan orang. Tetapi juga tindak 
pidana meneruskan penahanan orang ( van de vrijheid beroofd houden). 
Perbuatan meneruiskan penahan orang ini tidak disebutkan oleh Pasal 
104 yang menyebabkan bahwa apbila penahan kepala Negara diteruskan 
oleh orang lain daripada si pelaku semula, maka orang lain ini hanya 
dapat dipersalahkan melanggar Pasal 333 KUHPidana dengan maksimum 
hukuman hanya delapan tahun penjara. 
Mengenai tindak pidana ke-3 dapat dicatat bahwa perbuatan 
menjadikan kepala Negara tidak dapat menjalankan pemerintah, dengan 
tidak adanya suatu penjelasan dalam KUHPidana, dapat diartikan secara 
luas, yaitu berakibat keadaan kepala Negara tidak hanya ecara fisik, tapi 
juga psikis akan berputus asa, tidak sanggup lagi menjalankan 
pemerintahan. 
Dengan adanya Pasal 87 KUHPidana maka makar untuk 
melakukan suatu perbuatan itu ada apabila niat untuk itu telah ada, yang 
ternyata dari perbuatan pelaksanaan sebagaimana sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 53  KUHPidana. 
Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur  
terpenting dari makar untuk melakukan suatu perbuatan adalah sebagai 
berikut:  
1. Niat. 
2. Permulaan pelaksanaan. 
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Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan unsur satu per satu. 
1. Unsur Niat 
“Niat” oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai suatu 
tanda atau pedoman untuk menyatakan adanya kesengajaan. Petunjuk 
untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil memorie van 
toelicthing yang mengartikan opzet sebagai menghendaki dan 
mengetahui. 
Berdasarkan memorie van tolicthing maka diketahui bahwa 
kesengajaan itu ada apabila si pelaku itu menghendaki dan mengetahui 
apa yang ia lakukan. Dalam pada itu kesengajaan dibedakan menjadi tiga 
tingkat yaitu :  
1. Sengaja dengan maksud 
2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan agar tujuan dapat 
tercapai, sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang 
berupa pelanggaran pula. 
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kenungkinan 
besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping 
pelanggaran pertama. 
Berhubungan di dalam KUHPidana tidak ada defenisi tentang 
kesengajaan maka ada baiknya apabila ditinjau sejenak istilah apa yang 
digunakan di dalam KUHPidana  oleh pengertian UU untuk menyatakan 
adanya kesengajaan.seperti dibawah ini :  
1. Yang biasa digunakan ialah istilah “dengan sengaja” seperti 
terdapat pada Pasal 333 KUHPidana tentang perampasan 
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kemerdekaan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 
pasala 372 KUHPidana tentang penggelapan. 
2. Istilah “mengetahui” digunakan oleh Pasal 164 dan Pasal 165 
yaitu Pasal tentang kewajiban member laporan kepada yang 
berwajib. 
3. Istilah “ yang ia ketahui” digunakan oleh Pasal 480 tentang 
penadahan, Pasal 245 tentang pemalsuan mata uang. 
4. Istilah “dengan tujuan/niat” digunakan oleh Pasal 362 tentang 
pencurian 
5. Istilah “dengan maksud” digunakan oleh Pasal 263 tentang 
pemalsuan surat. 
6. Istilah “telah diketahui digunakan oleh Pasal 282 yaitu tentang 
kejahatan kesusilaan. 
Utrecht (Djoko Prakoso, 1985 ;17) mengemukakan bahwa kadang-
kadang sengaja itu tidak dinyatakan oleh suatu istilah, tetapi termasuk 
lukisan peristiwa pidana  dalam ketentuan pidana  bersangkutan. 
2. Unsur Permulaan Pelaksanaan 
Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana 
diadakan perbedaan antara “ perbuatan persiapan” dan perbuatan 
pelaksanaan. 
Apakah yang dimaksud dengan pelaksanaan disini, adalah 
pelaksanaan kehendak ataukah pelaksanaan kejahatan? Dalam hal ini 
Tresna (1959 ; 78) berpendapat sebagai berikut: Melihat susunan kata-
kata dari Pasal 55 ayat (1) itu terlihat seakan-akan pelaksanaan yang 
19 
harus sudah dimulai itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan kehendak 
yang berbuat, akan tetapi dari penjelasan resmi tentang Pasal tersebut 
ternyata bahwa hal itu harus diartikan sebagai pelaksanaan dari 
kejahatannya. Memang hal ini dapat dibenarkan, jika dihubungkan dengan 
perkataan “selesainya” pelaksanaan itu, perkataan mana yang hanya 
dapat diartikan selesainya kejahatan dan bukan selesainya kehendak. 
 
D. Macam - Macam Tindak Pidana Makar Menurut KUHPidana. 
Negara merupakan  suatu organisasi yang mempunyai tugas 
pelksanaan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional guna 
mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kehidupan bangsa dan 
Negara. Karenanya kepentingan hukum Negara meliputi keamanan dan 
ketertiban didalam kehidupan bangsa dan Negara. Kelancaran kehidupan 
bangsa dan Negara membutuhkan keamanan dan ketertiban didalam 
kehidupan bangsa dan Negara. Gangguan-ganguan terhadap keamanan 
dan ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban mana merupakan 
syarat mutlak bagi kelestarian bangsa dan Negara.  
Makar terhadap Negara dan bentuk pemerintahan Negara 
merupakan tindak pidana yang berbahaya yangb mengancam kelestarian 
bangsa dan Negara Indonesia. Ketertiban hokum yang dilindungi dalam 
hal ini adalah keamanan Negara yang meliputi:  
- Keamanan kepada kepala ngara; 
- Keamanan wilayah Negara; 
- Keamanan bentuk pemerintahan Negara; 
20 
Sedang makar dalam hal ini dapat dimasukan kedalam kelompok 
(hochverrat), karena merupakan kejahatan terhadap keamanan didalam 
negeri. 
Dalam kejahatan makar terhadap Negara, makar terhadap nyawa 
atau kemerdekaan kepala Negara atau wakilnya tercantum dalam Pasal 
104 KUHPidana, makar terhadap/untuk memisahkan wilayah Negara 
tercantum dalam Pasal 106 KUHPidana dan makar untuk menggulingkan 
pemerintahan yang sah tercantum dalam Pasal 107 KUHPidan 
1. Makar Terhadap Kepala Negara 
Pasal 104. Makar yang dilakukan dengan maksud menghilangkan        
jiwa presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia atau dengan maksud 
merampas kemerdekaan mereka atau dengan maksud menjadikan 
mereka itu tidak mampu untuk tidak menjalankan pemerintahan, dihukum 
dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama-
lamnya duapuluh tahun. 
Unsur-unsur  Makar yang dilakukan Dengan maksud hendak : 
 menghilangkan jiwa presiden dan wakil presiden; 
 merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden. 
 Menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak  mampu    
menjalankan roda pemerintahan. 
Melakukan perbuatan makar ditafsirkan secara otentik dalam Pasal 
87, yaitu : Makar untuk melakukan suatu perbuataan terjadi, apabila 
kehendak dari pelaku sudah Nampak dalam permulaan pelaksanaan 
dalam arti Pasal 53. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagi perbuatan 
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makar, apabila perbuatan permulaan pelaksanaan merupakan perwujudan 
kehendak dari pelaku, sesuai dengan arti Pasal 53, yaitu percobaan 
kejahatan yang dapat dihukum.Pasal 53 menentukan juga, bahwa 
perbuatan percobaan itu tidak dapat dihukum, apabila pelaksanaan 
kehendak itu terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. 
Tetapi dalam Pasal 104 perbuatan makar tetap dapat dihukum, 
meskipun pelaksanaan kehendaknya terhenti karena keinginan sendiri 
secara sukarela. Perbuatan makar sebdiri tidaki mempunyai arti, hal itu 
merupakan sebagian dari tujuan yang tidak diperdulikan apakh tercapai 
atau tidak. Hal ini ternyata dalam rumusan Pasal 87, pasal mana 
menetapkan, bahwa perbuatan makar terjadi segera setelah kehendak itu 
terwujud dalam suatu perbuatan pelaksanaan, dan tidak sebelum ada 
perwujudan kehendak itu. Perbuatan makar terlaksana menjadi 
senmpurnah, segera setelah kehendak untuk mencapai tujuannya tampak 
dalam permulaan pelaksanaan. 
Perbuatan makar bukan merupakan suatu persiapan sebagai 
usaha guna mencapai hasil yang dikehendakinya; perbuatan persiapan ini 
hanya merupakan syarat minimum untuk perbuatan makar. Perbuatan 
makar terhadap sesuatu merupakan perbuatan yang diarahkan pada 
penghancuran sesuatu. Setiap perbuatan dengan arah tersebut 
merupakan perbuatan makar, dengan catatan bahwa perbuatan itu harus 
memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 87. “makar terhadap” adalah 
tindakan-tindakan yang sah, sedangkan “makar dengan maksud” adalah 
percobaan tidak sah. Makar merupakan perbuatan tidak syah sama sekali 
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dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang tidak syah. Perbuatan makar 
yang merupakan parbuatan percobaan dalam pengertian Pasal 53, 
dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri, dan dinyatakan sebagai kejahatan 
yang sempurna. 
 
Dengan Maksud Hendak. 
Dengan maksud hendak, berarti mempunyai niat atau kehendak 
atau bertujuan, maksud itu harus meliputi perbuatan menghilangkan jiwa, 
merampas kemerdekaan atau menjadikan tidak mampu manjalankan 
pemerintahan atas presiden atau wakil presiden. Menghilangkan Jiwa. 
Menghilankan jiwa terdiri atas pembunuhan (doodslag = Pasal 338) dan 
pembunuhan dengan berencana (moord = Pasal 340) dan perbuatan 
percobaan atas kedua jenis kejahattan tersebut. 
 
Merampas Kemerdekaan 
Merampas kemerdekaan dinilai menurut Pasal 333 Tetapi Pasal 
333 memuat 2 tindakan yaitu, merampas kemerdekaan dan melanjutakan 
perampasan kemerdekaan itu, sedangkan Pasal 104 memuat hanya 
merampas kemerdekaan saja. Pasal 104 hanya memuat tindakan yang 
meniadakan kebebasan, berhubung tindakan melanjutkan peniadaan 
kebebaan tidak dapat dihubungkan dengan makar yang bertujuan untuk 
melaksakan sesuatu  yang belum ada. Perampasan kemerdekaan atau 
penahanan secara melawan hukum didalam rumah atau penjara maupun 
didalam suatu tempat tertutup dimana sulit dapat diperoleh suatu 
kebenasan tertentu. 
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Menjadikan Tidak Mampu Menjalankan roda Pemerintahan. 
Menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan  dapat terjadi 
karena beberapa cara  dan tidak dipersoalkan jenis sarana atau cara yang 
digunakan dalam melakukan makar itu untuk mencapai tujuannya. 
Melakukan makar adalah melakukan percobaan untuk menjadikan tidak 
mampu, dengan cara atau sarana yang teapat. Penggunaannya secara 
berdii sendiri dapat merupakan perbuatan yang dapat dihukum 
menjadikan tidak mampu itu tidak perlu merupakan suatu bentuk 
kejahatan. 
Pengertian menjadikan tidak mampu untuk menjalankan 
pemerintahan tidak dijumpai dalam UU, hanya penjelasan Pasal 104 ini 
memberikan contoh-contoh mengenai sarana yang diperlukan, kekerasan 
dan pemberian bahan-bahan yang berbahaya, hal-hal yang menimbulkan 
tidak mampu dalam tubuh dan pikiran maupun dalam kesusilaan. 
Tidak mampu menjalankan pemerintahan akan selalu 
menimbulakan suatu keadaan sakit. 
a. Presiden Atau Wakil Presiden. 
Menurut Moch Anwar (1990 ;220) Obyek dari perbuatan makar 
adalah presiden atau wakil presiden. Hal ini (Moch Anwar, 1990 ;220) 
dinyatakan sebagai suatu kejahatan terhadap keamanan Negara yang 
dipersamakan dengan kepalanya. Apabila suatu perbuatan makar hanya 
dilakukan terhadap kebebasan atau jiwa seseorang oleh seorang pelaku. 
Tanpa diketahui bahwa korban itu adalah Kepala Negara, maka kejahatan 
itu bukan merupakan kejahatan Negara. Maksud atau niat harus ditujukan 
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pada menghilangkan jiwa atau merampas kemerdekaan kepala 
Negara.apabila tidak demikian maka kejahatan itu merupakan kejahatan 
pembunuhan, pembunuhan berencana, atau perampasan kebebasan 
dengan masalah-masalah yang memberatkan. 
b. Makar Untuk Menaklukan Indonesia Dibawah Kekuasaan 
Asing. 
Pasal 106. Makar yang dilakukan dengan maksud hendak 
menaklukan daerah negaraa seluruhnya atau sebagian kebawah 
pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian 
dari daerah  itu, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau 
hukuman penjara selama-lamnya dua puluh tahun. 
Unsur-unsurnya : 
 Makar yang dilakukanDengan maksud hendak : 
 Menaklukan daerah Negara seluruh atau sebagian kebawah  
pemerintahan asing. 
 Memisahkan sebahagian dari daerah Negara; 
 
2. Makar Untuk Menggulingkan pemerintahan 
Tindak pidana ini oleh Pasal 107 dirumuskan sebagai: makar 
dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), 
dan diam-diam dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.  
Pasal 107  
(1). Makar yang dilakukan dengan maksud meruntuhkan 
pemerintahan yang sah dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamnya lima belas tahun. 
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(2). Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan pada ayat 
pertama, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau 
penjara selama-lamanya dua puluih tahun. 
Unsur-unsur : 
Pasal 107 (1) 
- Makar yang dilakukan 
   Dengan maksud : 
- Meruntuhkan pemerintahan. 
Makar yang dilakukan dengan maksud : 
Pejelasan Pasal 104 KUHPidana, bahwa pasal ini mengancam 
hukuman kepada orang yang melakukan “aanslag” (makar atau 
penyerangan) dengan niat hendak :  
 Membunuh. 
 Merampas kemerdekaannya. 
 Menjadikan tidak cakap memerintah. 
Dengan maksud. 
 Penjelasan Pasal 106 KUHPidana. 
Meruntuhkan pemerintahan.: 
Atas unsur meruntuhkan bentuk pemerintahan terdapat penafsiran 
secara otentik dalam Pasal 88 bis yang berbunyi :  
“meruntuhkan pemerintahan berarti menghapuskan atau        mengubah 
pemerintahan yang menurut undang-undang dasar atau bentuk 
pemerintahan republic Indonesia”. 
Menurut Moch Anwar (1990;222) Bentuk pemerintahan dalah 
bentuk yang menyelenggarakan pemerintahan atas Negara. Bentuk 
Negara meliputi pembentukan pemerintahan dan cara kerja alat-alat 
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perlengkapan Negara. Untuk keperluan itu ditetapkan ketentuan-
ketentuan tentang kekuasaan-kekuasaan alat-alat perlengkapan Negara, 
serta susunan yang kesemuanya mengenai organisasi Negara secara 
keseluruhan. Dan soal-soal tersebut terletak dalam UUD 1945. 
Perbuatan menghapuskan bentuk pemerintahan menurut UUD 
merupakan perbuatan meniadakan sama sekali bentuk pemerintahan 
brdasarkan UUD. Ini berarti, bahwa bentuk pemerintahan berdasarkan 
UUD diganti dengan bentuk pemerintahan yang bargu, [perbuatan 
tersebut menyampingkan UUUD. Contoh: bentuk Republik digantikan 
dengan bentuk kerajaan, yang berate UUD yang lama dihapus dan diganti 
dengan undang-undang dasar yang baru. 
Unsur-unsur 
Pasal 107 (2) 
 Pimpinan 
 Pengatur 
Makar yang dimaksudkan pada ayat pertama. 
Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan dari orang-orang 
tertentu menentukan, bahwa orang-orang yang memberikan perintah-
perintah, sedangkan pengatur adalah penyelenggara. 
3. Pemberontakan (opstand) 
Pemberontakan menurut Kitab Undang-undang Hukum pidana itu 
oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 108 
KUHPidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut : 
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a. Karena bersalah melakukan pemberontakan dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun : 
1. Barangsiapa melawan dengan senjata terhadap kekuasaan 
yang ada di Indonesia; 
2. Barangsiapa dengan maksud untuk melawan kekusaan 
yang ada di Indonesia, bersama atau menggabunngkan diri 
dengan suatu gerombolan yang melakukan perlawanan 
bersenjata terhadap kekuasaan tersebut. 
b. Para pimpinan dan para perencana suatu pemberontakan 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan 
pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. 
Dengan demikian kiranya sudah cukup jelas bahwa yang dimaksud 
dengan perbuatan memberontak menurut KUHP itu ialah perbuatan-
perbuatan : 
a. Mengangkat senjata atau melakukan perlawanan bersenjata 
terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia, atau 
b. Kesengajaan untuk bersama bergabung dengan gerombolan 
yang mengangkat senjata atau yang melakukan perlawanan 
bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia untuk 
melakukan perbuataan terhadap kekuasaan tersebut. 
Unsur-unsur : 
Pasal 108 (1). 
- Ke- 1 :  melawan dengan senjata 
Kekuasaan yang ada di Indonesia 
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- Ke- 2 :  
Subyektif : dengan maksud melawan kekuasaan 
yang ada di Indonesia 
Obyektif   :     
- maju dengan pasukan 
- Masuk pasukan 
- Pasukan yang melawan kekuasaan di 
Indonesia 
Unsur pertama pemberontakan yang diatur dalam Pasal 108 ayat 
(1) angka 1 KUHPidana itu ialah melawan dengan senjata, ini berarti agar 
seseorang itu dapat dipersalahkan melanggar laranggan yang diatur 
dalam Pasal 108 (1) angka 1 KUHPidana, maka untuk melakukan tindak 
pidananya, orang tersebut harus menggunakan senjata. Kata senjata 
dalam pasal ini tidaklah perlu senjata itu merupakan senjata api melainkn 
jenis senjata apapun yang dapat digunakan untuk melakukan 
perlaawanan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia. 
Unsur kedua  pemberontakan yang diatur dalam Pasal 108 (1) 
angka 1 KUHPidana itu ialah terhadaap kekuasaan, yang apabila unsure 
kekuasaan tersebut dihubungkan dengan unsure ketiga dari tindak pidana 
yang sama, mak yang dimaksudkan dengan kekuasaan itu ialah 
kekuasaan yang ada di Indonesia. 
Menurut Satochid Kartanegara (Lamintang, 1987;75) yang 
dimaksudkan dengan kekuasaaan yang adaa di Indonesia itu ialah 
kekuasaan umum baik yang terdapat di pusat maupun yang terdapat di 
daerah-daerah. 
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Menurut Satochid Kartanegara (Lamintang, 1987;77) Pasal ini 
bukan saja dapat dikenakan bagi mereka yang jelas-jelas melakukan 
perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan pusat seperti dahulu yang 
dilakukan seperti pemberontakan RMS dan sebagainya, melainkan bagi 
orang-orang yang misalnya datang dan ingin menduduki bangunan-
banguna pemerintah secara melanggar hukum dan untuk mencapai 
maksud mereka itu mereka telah mmpergunakan senjata. 
4. Permufakatan (samenspanning) 
Pasal 110 ayat 1 KUHP memuat suatu pengertian permufakatan 
untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, yaitu yang termuat dalam 
Pasal 104, 106, 107, dan 108. Permufakatan dihukum sama dengan 
kejahatannya sendiri, yang rumusannya adalah sebagai berikut. 
a. Permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang 
diatur dalam Pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108 dipidana 
dengan pidana yang sama dengan pidana yang diancamkan 
terhadap kejahatannya itu sendiri. 
b. Pidana yang sama dapat dijatuhkan bagi mereka, yang dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau memplancar salah satu 
kejahatan yang diatur dalam Pasal-pasal 104, 106, 107, dan 
108 telah: 
1. berusaha menggerakan orang lain untuk melakukan, atau 
menyuruh melkukan atau turut melakukan kejahatan itu, 
untuk memberikan bantuannyaa pada waktu, atau 
memberikan kesempatan, saranaa-saraana atau 
30 
keterangan-keterangan untuk melakukan kejahaatan-
kejahatan bersangkutan 
2. berusaha diberikan kesempatan, sarana-sarana atau 
keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan-
kejahatan seperti itu, baik kepada dirinya maupun kepada 
orang lain. 
3. mempunyai dalam prsediaan, benda-benda yang ia ketahui 
bahwa benda-benda tersebut diperuntukan untuk melakukan 
kejahatan itu. 
4. mempersiapkan atau menguasai rencana-rencana tentang 
pelaksanaan dari kejahatan yang bersaangkutan, yang 
dimaksudkan untuk diberitahukan kepada orang-orang lain. 
5. berusahaa mencegah, menghambat atau menggagalkan 
suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk 
mencegah atau menindas pelaksanaan dari kejahtan yang 
bersangkutan. 
c. Benda-benda yang dimaksudkan dalam angka 3 dari ayat yang 
terdahulu, dapat dinyatakan disita oleh Negara. 
d. Tidak dapat dipidana, barang siapa ternyata hanya mempunyai 
maksud untuk mempersiapkan atau memperlancar perubahan-
perubahan menurut ketatanegaraan dalam pegertian yang 
umum. 
 
31 
Pasal 88 KUHPidana memberikan penafsiran tertentu dari kata 
permufakatan dan apabila dua orang atau lebih untuk melakukan suatu 
kejahatan. 
Yang selanjutnya bersifat istimewa adalah bahwa sudah dihukum 
seperti kjahatannay sendiri apabila dua orang atau lebih baru bersepakat 
untuk melakukan kejahatan. Jadi, kini belum ada perbuatan percobaan 
(poging), bahkan belum ada perbuataan persiapan (voorbereiding) yang 
biasanya belum merupakan tindak pidana. 
Diadakannya tindak pidana permufakatan ini menandakan 
pentingnya tindak pidana yang bersangkutan, yang seberapa mungkin di 
berantas pada waktu baru direncanakan agar dapatt ditumpas pada waktu 
masih berupa benih yang belum berubah. 
 
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Teori penyebab terjadinya kejahatan dari perspektif sosiologis 
Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka 
kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokan 
menjadi tiga kategori umum, yaitu : 
1. anomie ( ketiadaan norma) atau strain (ketegangan) 
2. cultural deviance ( penyimpangan budaya ) 
3. social control ( control sosial)  
1. Teori Anomie ( Ketiadaan Norma ) atau Strain  
Menurut Emile Durkheim : 
Ahli sosiologi Perancis Emile Durkhaeim ( 1858-1917), 
menekankan pada “normlessness,lessens social control”  yang 
berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang 
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berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang 
menyebabkan indivudu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan 
norma, bahkan kerapkali  terjadi konflik norma dalam pergaulan. 
Dikatakan oleh Durkheim  “ tren sosial dalam masyarakat industri 
perkotaan modern mengakitbatkan perubahan norma, kebingungan 
dan berkurangnya kontrol sosial atas individu” 
 
Menurut Robert Merton :  
Robert  Merton dalam „ social theory and social structure „ pada 
tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim 
mengemukakan bahwa anomie adalah satu kondisi manakalah 
tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan 
kata lain anomie is a gap between goals and means creates 
deviance.  
 
Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau 
adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi strain ( mode of 
adaptation ), yaitu : 
a. conformity  
b. innovationus  
c. ritualism 
d. retreatism 
e. rebellion 
Menurut Cohen : 
Teori Anomie Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. Inti 
teori ini Adalah dilenkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap 
nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelsa bawah 
sebagai tidak adil dan harus dilawan. 
 
2. Teori penyimpangan budaya ( cultural devianctheories ) 
Cultural deviance theories terbentuk antara tahun 1925 dan 1940. 
Teori Penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian pada kekuatan-
kekuatan sosial ( social forces ).  
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Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class.  Proses penyuasaian 
diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di 
daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan hukum masyarakat  
Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah : 
a. Social disorganization 
b. Diffrential association 
c. Cultural conflict  
a. Social disorganization theory  
Social disorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan 
dengan  disentegrasi nilai – nilai konvensional yang disebabkan oleh 
industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi  
b. Diffrential Association  
Prof.E.H.Sutherland mencetuskan teori yang disebut Diffrential 
Association Theory  sebagai teori penyebab terjadinya kejahatan. Ada 3 
proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, yaitu :  
1. Criminal behavior is learned ( tingkah laku kriminal  dipelajari ) 
2. Criminal behavior is learned in interaction with other person in a 
process of communication ( tingkah laku criminal di pelajari dalm 
interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi ) 
3. The principle part of the learning of criminal behavior occurs within 
intimate personal groups ( bagian terpenting dalam mempelajari 
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tingkah laku criminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang 
yang intim/dekat ) 
c. Culture conflict theory  
Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan 
masyarakat cirri-ciri sebagai berikut : 
1. kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup  
2. sering terjadi perteman antara norma – norma dari berbagai 
daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling 
bertentangan 
Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, setiap kelompok 
masyarakat  memiliki conduct norms-nya sendiri dan bahwa conduct 
norms kelompok lain. 
Contohnya di bali seorang wanita dewasa biasanya mandi di 
tempat umum dengan telanjang (bugil) dan hal ini bukan merupakan suatu 
pelanggaran asusila tetapi ketika orang bali tersebut berada lain, misalnya 
di aceh dan tetap melakukan hal yang sama maka hal tersebut 
merupakan pelanggaran asusila yang menyebabkan pertentangan  
budaya. 
3. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory): 
Pengertian teori control atau control theory  merujuk pada setiap 
perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Sementara itu, pengertian control sosial merujuk kepada pembahasan 
delinquency  dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang 
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bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan.  
Ada beberapa tokoh dari teori control sosial yaitu : 
 Albert J.Reiss,Jr. : Pada tahun (1951) Albert J.Reiss,Jr. telah 
menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini 
dengan hasil penilitian dari aliran Chicago dan telah 
menghasilkan teori kontrol sosial. 
 Walter Reckless :  pada tahun (1961) dengan bantuan Simon 
Dinitz yang mengemukakan Containment Theory . teori ini 
menjelaskan bahwa kenekalan remaja merupakan akibat dari 
interrelasi antara du bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal dan 
kontrol internal. 
 Ivan.F.Nye : pada tahun (1958 ) telah mengemukakan teori 
sosial kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tetntang 
kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat kasuistis. 
Nye pada hakikatnya tidak menolak ada unsur- unsur psikologis, 
di samping unsur subkultural dalam proses terjadinya kejehatan. 
 
F. Teori Penyebab kejahatan Dari Perspektif Lain 
1. Teori Labeling : 
Tokoh-tokoh teori labeling adalah :  
 Becker : melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata 
si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok 
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yang ada memiliki perbedaan konsep apa yang disebut baik dan 
layak pada situasi tertentu. 
 Howard : berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan 
dalam dua bagian, yaitu :  
A. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memiperoleh cap atau label 
B. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku.  
 Lemert : telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbed 
dalam mengalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam 
pernyataan di bawah ini :  
This is large turn away from the older sociology which tended to 
rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I 
have come to belive that reverse idea. i.e. social control leads to 
deviance, equally tenable and thepotentially richer premise for 
studying deviance in modern society   
 
2. Teori Konflik ( Conflict Theory ) 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. 
Pertarungan untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran eksistensi 
manusia. dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai 
kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuat dan penegakan 
hukum.  
37 
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya 
sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari 
dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. 
Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses 
dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi tentang siapa di 
masyarakat memiliki kekuasaan ( power) untuk membuat dan 
menegakkan hukum. 
3. Teori Radikal.  
Pada dasarnya perspektif kriminalogi yang mengutamakan teori 
radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas 
yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis.  
Ada dua teori radikal akan di paparkan sebagai beriku : 
 Richard Quinney : Menurut Richard Quinney, beranggapan 
kejahatan akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya 
dapat dipecahkan melalui didirikannya Negara sosialis. 
 Wiliam Chamblis : Menurut Wiliam Chamblis ada hubunganya 
anta kapitalisme dan kejahatan seperti dapat di telaah pada 
beberapa butir di bawah ini :  
- Dengan masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan 
borjuis dan ploretariat melebar, hukum pidana akan 
berkembangdengan usaha memaksa golongan ploretariat 
utk tunduk 
- Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari ekploitasi 
yang mereka alami. 
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G. Teori Penanggulangan Kejahatan 
Secara teori ada dua cara penanggulangan kejahatan, yaitu : 
1. Penanggulangan secara preventif (Pencegahan) 
2. Penanggulangan secera represif 
Penanggulanga secara preventif adalah merupakan usaha 
pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. 
Usaha ini dapat di tempu dengan dua cara, yaitu : 
1. Cara Moralistik.  
Dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran ajaran agama dan 
moral, perundang-undangan yaitu baik dengan sarana sarana 
yang lain yang dapat menekan nafsu untuk membuat kejeahatan. 
2. Cara Abolisionistik. 
Yaitu berupa pemberantasan, menangulangi kejahatan dengan 
sebab musabab, umumnya kita diketahui bahwa tekanan ekonomi 
merupakan sebeb orang melakukan kejahatan. 
 Penanggulangan secara represif  adalah merupakan segala 
tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh  aparatur hukum 
sesudah terjadinya kejahatan , berusaha menekan jumlah kejahatan dan 
usaha memperbaiki  pelaku kejahatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.  Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di instansi penegak hukum di Kota Ambon yakni 
Kepolisian Daerah Maluku,sebab instansi tersebut yang melakukan proses 
penegakan hukum termasuk mengenai  perbuatan tindak pidana Makar. 
B.  Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini 
sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di 
lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) pelaku 
maupun  pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah hakim 
yang telah menangani perkara tindak pidana makar 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen 
serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi 
yang dibahas. 
 
C. Tipe Penelitian 
Berdasarkan rumusan Masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini, maka penelitian ini berbentuk penelitian Yuridis Normatif 
dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan 
asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian. 
40 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data 
sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis 
sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilakukan dengan 
cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, buku-
buku ilmu hukum, tulisa-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, 
laporan, dan perundang-undangan yang relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (field Research) 
Penelitian Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer 
secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga 
untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif dilaksanakan 
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-
pihak yang terkait. 
 
F. Analisis Data 
Metode analisi deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari 
studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan kenyataan-kenyataan atau kenyataan obyek penelitian 
yang didapat dari hasil penelitian dilapangan. 
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekata normatif yaitu dengan 
melakukan penjabaran atas fakta-fakta yang ada sebagai hasil dari 
peneliitian. Dalam pendekatan normative ini, penelitian dilakukan dengan 
norma-norma hukum yang memiliki pemasalah dengan yang akan diteliti. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Perjuangan bangsa indonesia dalam merebut dan 
mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil usaha bersama dalam 
semangat bhinneka tunggal ika. Hal ini membuktikan bahwa ketika 
indonesia bersatu padu, tujuan bersama akan dapat diraih. Sebaliknya, 
apabila bangsa indonesia bercerai-berai, indonesia akan mudah 
dihancurkan. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan harus 
dikelola sebagai Kekayaan dan pemersatu bangsa indonesia.Persatuan 
adalah suatu hal yang didambakan seluruh rakyat. Jika dilihat dari luar, 
persatuan itu berkesan kokoh dan padu, Tapi apabila ada sedikit 
gesekan dalam persatuan Akan sangat mudah pula rasa toleransi dan 
kerukunan hilang dari masyarakat. Etnis, suku, dan agama adalah isu-isu 
yang sering didengungkan sebagai pemicu konflik. Banyak profokator 
baik dari dalam atau luar negeri yang ingin merusak persatuan Bangsa 
Indonesia.  
Negara kesatuan republik indonesia dengan selogannya Bhineka 
Tunggal Ika berusaha mengintegrasikan pluralisme majemuk dalam 
tubuhnya. Diawali dari Sumpah Pemuda 28 oktober 1928 adalah cita-cita 
menjadikan bangsa indonesia yang satu. Indonesia dengan wilayah yang 
sangat luas serta terdiri atas pulau-pulau menuntut strategi pertahanan 
negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. karakteristik 
geografi yang tersusun dari gugusan kepulauan yang terletak di posisi 
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silang, dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, serta 
demografi yang majemuk  mengandung tantangan yang sangat 
kompleks. Tugas melindungi dan mengamankan indonesia dengan 
karakteristik yang demikian mengisyaratkan tantangan yang luar biasa. 
Segala bentuk permasalahan yang kompleks berimplikasi pada 
tuntutan pembangunan dan pengelolaan sistem Pertahanan negara yang 
berdaya tangkal andal. dalam bidang pertahanan, terdapat sejumlah isu 
yang menonjol, di antaranya isu perbatasan dan pulau-pulau kecil 
terluar, separatisme, terorisme, konflik komunal yang bernuansa sara, 
gerakan radikal yang anarkis, serta isu politik sebagai akibat dari 
reformasi yang tidak terkendali. Gerakan separatis masih menjadi isu 
keamanan dalam negeri yang mengancam Keutuhan wilayah NKRI 
(Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan mengancam wibawa 
pemerintah serta keselamatan masyarakat. Gerakan separatis di 
indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatis politik serta 
gerakan separatis bersenjata, hingga kini masih terdapat potensi 
gerakan separatis di beberapa wilayah yang dilakukan oleh pihak-pihak 
yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan 
mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan 
utamanya yang berada pada daerah rawan konflik seperti yang terjadi di 
Provinsi Maluku pada saat diselenggarakannya HARGANAS (Hari 
Keluarga Nasional) Tahun 2007.merujuk dari hal diatas, Penulis sangat 
termotivasi untuk melakukan kajian terhadap “Tindak Pidana Makar 
khususnya diwilayah Polda Maluku” 
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Gambaran Umum Mengenai RMS (Republik Maluku Selatan). 
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah sebuah republik di 
Kepulauan Maluku yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau 
terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan 
oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram masih 
berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada 
pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan 
pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika 
pemimpin pemberontak Dr. Chris Soumokil ditangkap militer Indonesia 
dan dieksekusi tahun 1966, presiden dalam pengasingan dilantik di 
Belanda. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan dipimpin oleh John 
Wattilete, pengacara berusia 55 tahun, yang dilantik pada April 2010. 
Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Jajahan Belanda 
mencapai jumlah tersebut pada abad ke-19 dengan didirikannya Hindia 
Belanda. Perbatasan Indonesia saat ini terbentuk melalui ekspansi 
kolonial yang berakhir pada abad ke-20. Pasca-pendudukan oleh 
Kekaisaran Jepang tahun 1945, para pemimpin nasionalis di Pulau Jawa 
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak semua wilayah dan suku di 
Indonesia yang langsung bergabung dengan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi muncul di 
Maluku Selatan dengan bantuan pemerintah dan militer Belanda. Kontra-
revolusioner Maluku Selatan awalnya bergantung pasa perjanjian 
pascakolonial yang menjanjikan bentuk negara federal. Saat perjanjian 
yang disepakati antara pemerintah Belanda dan Indonesia pada 
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Desember 1949 ini dianulir, mereka langsung memproklamasikan 
kemerdekaan Republik Maluku Selatan pada April 1950 dengan harapan 
mendirikan negara sendiri. Para pemimpin Maluku Selatan mendasarkan 
keputusan mereka pada perjanjian yang menjamin otonomi untuk setiap 
negara dalam federasi. 
A. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Orang Dan 
Sekelompok Melakukan Tindak Pidana Makar (Di Wilayah Polda 
Maluku) 
1. Faktor Kesejahteraan Rakyat.  
Menurut Bapak Wakapolda Maluku BRIGJEN POL. Murad 
Ismail (wawancara penulis 23 mei 2012) bahwa faktor Kesejahteraan 
rakyat merupakan faktor yang sangat melatarbelakangi terjadinya 
tindak pidana makar di wilayah Polda Maluku adalah ketimpangan 
antara pusat dan daerah. Ketimpangan ini bersumber dari masalah 
ekonomi yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Di negara 
yang baru berkembang, pembangunan masih terpusat di kota-kota 
besar. Daerah sering merasa diperlakukan tidak adil dalam hal ini. 
ketimpangan pembagian kekuasaan mendorong terjadinya 
separatisme. Seperti halnya salah satu didaerah terdalam di 
Provinsi Maluku yaitu Desa Aboru Maluku Tengah, dimana 
didaerah tersebut memiliki infrastruktur seperti jalan yang sangat 
menghawatirkan, serta gedung sekolah yang tidak layak pakai, hal 
inilah yang menyebabkan terjadinya tindakan separatis karena 
menganggap adanya penganaktirian oleh negara. 
45 
2. Faktor Sentralisasi Pemerintahan 
Faktor terakhir, adalah sistem pemerintahan yang sentralistik, 
gaya kepemimpinan di indonesia cenderung sentralistik, semua 
diatur dari pusat dan daerah hanya didikte oleh pusat. Hal ini 
memang berdampak negatif karena daerah tidak diberi kebebasan 
untuk mengatur wilayahnya. Pembangunan fisik terpusat hanya di 
kota-kota besar seperti Jakarta. Hasil kekayaan alam daerah 
dibawa ke pusat untuk sebagian besar membangun pusat dan 
sisanya di daerah. (wawancara penulis 24 mei 2012 oleh KOMPOL. M 
Iwane). 
Apabila kita sedikit melakukan perenungan mengenai akar 
dari munculnya gerakan separatisme biasanya muncul dari 
ketidakpuasan suatu kelompok etnis terhadap Perlakuan politik, 
ekonomi, sosial serta pelanggaran ham. Selain itu, tidak adanya 
Proses demokrasi juga memperparah konflik. Serta kurangnya 
proses komunikasi politik yang saling menguntungkan kedua belah 
pihak baik pusat maupun daerah adalah juga Merupakan hal yang 
memicu munculnya gerakan-gerakan separatis. Kelahiran gerakan 
Separatis tersebut muncul dari beberapa faktor, yang umumnya 
disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah pusat terhadap daerah 
dan adanya penerapan hukum yang tidak sesuai dengan keinginan 
gerakan separatis tersebut. Perjuangan yang dilakukan oleh para 
aktivis gerakan separatis tersebut pun hampir selalu mengundang 
konflik terbuka dengan pemerintahan resmi indonesia. 
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Sementara itu, hal yang berbeda dilakukan oleh rezim 
selanjutnya, pada periode Ini, konsep pembangunan nasionalisme 
lebih didefinisikan sebagai kemajuan pembangunan ekonomi dalam 
sebuah stabilitas politik yang tinggi. Sentralisasi pemerintahan dan 
pembangunan tampak begitu nyata. daerah kehilangan 
kesejahteraan ekonomi dan politiknya sebagaimana yang dijanjikan 
oleh „pusat. Sementara itu, pengawalan terhadap nasionalisme 
dilakukan secara represif yang berdampak pada kebuntuan proses 
artikulasi ekonomi dan politik dari daerah kepada Proses 
pembuatan kebijakan nasional di pusat. Kehidupan bernegara 
menjadi sangat tiranik. Negara menghegemoni bangsa, dengan 
mengarahkan konsepsi nasionalisme Sesuai dengan kebutuhan 
rezim penguasa. 
Dengan kondisi seperti ini, berbagai etnis masyarkat di daerah 
tidak lagi merasakan manfaat sebagai bagian dari indonesia. 
Perasaan tersisihkan dari kesatuan sebagai bangsa dalam 
nasionalisme indonesia muncul. Walhasil, terjadi penguatan 
semangat kesukuan dan kedaerahan yang berdampak pada krisis 
identitas nasional dan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan 
nasional. Solidaritas nasional pun melemah, tergerus oleh sentimen 
etnisitas. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, menimbulkan 
gejolak sosial di berbagai daerah. Konflik sosial hingga upaya 
disintegrasi nasional merebah di sejumlah daerah. Reformasi pun 
tidak lagi terelakkan. 
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Keran demokratisasi, bahkan deliberalisasi di buka. Euforia 
reformasi memicu perubahan sosial yang begitu cepat. Ikatan 
etnisitas dan kedaerahan kembali menunjukkan identitasnya. 
Pemerintah pusat seakan kehilangan legitimasi di sejumlah Daerah. 
Puncaknya adalah lepasnya timor timur. Belum lagi wacana 
pemberontakan yang digulirkan oleh Republik Maluku Selatan 
(RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hingga Organisasi Papua 
Merdeka (OPM) kembali bergulir di tingkat daerah. 
Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengelola konflik 
mengarah pada arogansi intelektual dalam mendefinisikan apa itu 
nasionalisme. Sejumlah pihak, khususnya yang memiliki 
kepentingan di pusat, menafsirkan gejolak sosial yang terjadi di 
sejumlah daerah sebagai sebuah tindakan institusional yang 
menentang nasionalisme Indonesia, separatisme. Padahal dalam 
kenyataan yang terjadi sesungguhnya, Kemunculan tindakan yang 
kita sebut di sini sebagai „separatisme‟ merupakan buah dari 
ketidakmampuan pemerintah itu sendiri dalam mengelola konflik, 
yang pada hakikatnya bersumber pada ketidakadilan pembangunan 
dan pemerataan kesejahteraan sosial. 
Separatisme tampaknya menjadi isu di mana pelakunya harus 
dibasmi Sedemikian rupa, tanpa memahami alasan apa di balik 
munculnya gerakan tersebut. Bisa Jadi separatisme merupakan 
bentuk otokritik terhadap hegemoni negara terhadap proses Nation-
building yang melahirkan pembangunan yang berketidakadilan. 
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Meski demikian, tidak dapat dinafikan juga bahwa ada beberapa 
kelompok yang memanfaatkan isu, Perbedaan etnis dan 
ketimpangan distribusi kesejahteraan menjadi sebuah sumber daya 
Politik yang memang ditujukan untuk memisahkan dari kebangsaan 
indonesia. 
Kondisi sosial di sini, dapat diartikan sebagai ketidakadilan 
pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial yang timpang. 
Salah satu faktor historis terbentuknya nasionalisme Indonesia 
adalah berdasarkan fungsinya, yaitu bagaimana memberikan 
Manfaat bagi seluruh entitas kultural yang ada dalam kepulauan 
nusantara. Pada periode Awal, integrasi nasional ini memiliki 
agenda mendasar untuk dapat memberikan kebebasan politik bagi 
masyarakat yang pada waktu itu berada di bawah kolonialisasi 
Belanda. 
Faktor ini terjadi di maluku dengan adanya republik maluku 
selatan (rms). Gerakan Ini sudah bermula di indonesia sejak tahun 
1950 yaitu pada saat perubahan bentuk negara dari Republik 
Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Sebelumnya, maluku tergabung dalam Negara 
Bagian Indonesia Timur (NIT). kemudian digagas oleh Soumokil, 
menolak kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan. Mereka tidak 
ingin kekuasaan mereka berkurang dengan meleburnya NIT ke RI. 
Oleh karena itu, mereka memproklamasikan berdirinya RMS. 
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B. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan Makar Oleh 
Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Polda Maluku ? 
Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian 
penting dari agenda pemerintah dan aparat kepolisian dalam mewujudkan 
Indonesia yang aman dan damai. Terlaksananya pembangunan di seluruh 
wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
selalu dibarengi dengan upaya komprehensif pencegahan dan 
penanggulangan separatism/makar. Pelaksanaan berbagai kebijakan 
pembangunan seperti demokratisasi dan otonomi khusus di provinsi 
tertentu merupakan langkah-langkah penting dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban di Provinsi Maluku telah mendorong terciptanya 
kehidupan sosial politik yang dapat terbangun secara harmonis. Dan telah 
mampu mendorong sistem pemerintah daerah baik provinsi maupun 
kabupaten/kota dapat meqjalankan tugas dan fungsinya secara leluasa 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Sementara itu, penyelesaian kasus separatism di Maluku terus 
dilakukan secara intensif dan komprehensif melalui segala model 
pendekatan pembangunan, utamanya upaya peningkatan kondisi 
keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung dengan 
pembangunan pada seluruh aspek kehidupan. Pendekatan tersebut telah 
menunjukkan keberhasilan yang antara lain ditunjukan oleh semakin 
menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. 
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Meskipun demikian, kondisi sosial masyarakat dan adanya dukungan 
beberapa kelompok masyarakat terhadap perjuangan Republik Maluku 
Selatan  (RMS) perlu diwaspadai. Pendekatan lainnya adalah diplomasi 
internasional yang mampu mengubah persepsi pihak-pihak asing seperti 
beberapa pihak di Belanda yang semula mendukung gerakan tindak 
pidana makar RMS beralih mendukung Maluku yang tetap menjadi 
bagianN KRI. 
Terkait dengan isu gerakan separatis di wilayah Maluku 
Selatan,potensi munculnya peristiwa dan aksi dari gerakan separatis RMS 
masih terbuka.Indikasi tersebut merupakan gambaran nyata berdasarkan 
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Maluku Selatan dan isu-isu 
yang dikembangkan oleh jaringan gerakan separatis RMS di luar 
negeri.Para tersangka separatis dalam peristiwa pengibaran bendera 
kelompok separatis RMS di depan Presiden pada saat memimpin 
peringatan Hari Keluarga Nasional  ke-14 tanggal 29 Juni 2007 telah 
tindaklanjuti dengan penangkapan terhadap 32 orang yang disangka 
pelaku kegiatan makar. 
Meskipun berbagi langkah kebijakan untuk mencegah  
penanggulang separatisme di Maluku telah diupayakan secara maksimal 
namun beberapa tantangan Dan hambatan masih dihadapi pada tahun  
2009.Oleh karena itu, tantangan penanggulangan gerakan separatisme 
yang dihadapi tahun 2007 sampai 2009 adalah bagaimana menjaga dan 
Meningkatkan kondisi keamanan yang kondusif di Maluku, mereduksi 
secara dini gejala yang mungkin timbul dan dapat mendorong pada 
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gerakan separtisme di Maluku melalui upaya menurunkan secara terus 
menerus kekuatan dan perlawanan RMS dibarengi dengan meredam 
perkembangan isu integrasdi Maluku di  tingkat internasional. 
1. Sasaran Penaggulangan Oleh Kepolisian. 
Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan Makar di Indonesia adalah sebagai berikut: 
a).Terumuskannya kebijakan ketahanan negara 
b).Tercipta dan terjaganya suasana yang kondusif di Maluku 
melalui pemberdayakan kapasitas otonomi khusus dan 
pembangunan berkeadilan. 
c). Menurunnya perlawanan dan kekuatan RMS di Maluku ,dan 
melemahnya dukungan simpatisan RMS di Maluku dari dalam 
dan luar negeri   
d).Terdeteksi dan dapat dicegahnya gejala dan potensi 
separatisme di daerah rawan konflik. 
e).Menguatnya rasa kebanggaan bernegara dan berbangsa 
masyarakat Maluku terhadap NKRI. 
f).Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengamalan 
multikulturalisme di kalangan pemimpin masyarakat dan 
media. 
2. Arah Kebijakan Kepolisian 
Arah kebijakan yang akan ditempuh Kepolisian dalam rangka 
mencegah dan menanggulangi Makar, sebagai berikut: 
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a).Memulihkan kondisi keamanan untuk menindak secara tegas  
separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat 
sipil 
b).Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan 
desentralisasi serta demokratisasi 
c).Melakukan deteksi dini dan pencegahaan potensi konflik dan 
separatisme. 
d).Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan 
konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat 
lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan 
pembangunan antar daerah. 
e).Menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang 
pelayanan publik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa ternyata faktor- faktor perbuatan makar yang di lakukan oleh 
anggota RMS, adanya kesenjangan ekonomi dan tidak adanya 
pemerataan pembangunan. Sehingga mereka berbuat makar 
dengan sengaja. Adapun peristiwa tersebut merupakan ekspresi 
penyampaian Aspirasi agar pemerintah lebih tanggap dalam 
menylsaikan prmasalahan- prmasalahan yang terjadi di wilayah 
Maluku, khususny kepada Rakyat RMS. 
2. Penanggulangan kejahatan makar bukan hanya saja dilakukan oleh 
aparat  Polisi tetapi kerjasama antara Pemerintah provinsi Maluku, 
TNI dll. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat menciptakan 
keadaan yang kondusif dan aman, sehingga para Rakyat RMS 
tidak melakukan pengibaran bendera atau berbuat tindak pidana 
makar lagi. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih professional 
dalam hal ini Kepolisian dan TNI agar berperan aktif daalam 
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melakukan sosialisasi dan  selalu mengawasi serta melakukan 
pembinaan bagi masyarakat terutama generasi muda di wilayah 
rawan RMS.  
2. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat senantiasa 
bekerjasama dan turut serta menciptakan suasana yang kondusif 
dalam masyarakat agar peristiwa yang memalukan ini tidak  
terulang kembali agar tidak mencedrai Pancasila sebagai landasan 
Negara. 
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